BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
Rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.
Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. 
Proses penyusunan renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara meliputi: 
1. Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara; 
3. Penyusunan rancangan  Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara; 
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara; dan 
6. Penetapan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. 
Gambar 1.1
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Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD Provinsi, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Restra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara diuraikan sebagai berikut; Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan memperhatikan Renstra K/L.
1.2 
Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045; 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
25. Peraturan Bupati Jepara Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan  Transmigrasi Kabupaten Jepara.
1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut:

1) Menjabarkan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah ;
2) Menjadi acuan kerja  Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam upaya pembangunan daerah bidang urusan koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi ;
3) Menjadi acuan untuk penilaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.
1.4. Sistematika Penyusunan
Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I     PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan 
BAB II  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
2.1   Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2    Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III   TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 3.1   Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 
3.2   Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 

   3.3   Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3.4  Arah Kebijakan  Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN  

BAB V     PENUTUP
BAB  II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.1.1.1    Dasar Hukum Pembentukan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, dan Peraturan Bupati  Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan  Transmigrasi Kabupaten Jepara.
2.1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, yang membawahi;

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Koperasi, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;

d. Bidang Usaha Kecil Menengah, yang membawahi;

1. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha;
2. Seksi Perlindungan dan Pendampingan Usaha.
e. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang membawahi;
1. Seksi Transmigrasi;

2. Kelompok Jabatan Fungsional;
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan OrganisasiDinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatencJeparacsebagai berikut:
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2.1.1.3   Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan  Transmigrasi Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi  :

a. Perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan  Transmigrasi Kabupaten Jepara sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas:

Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
2. Sekretariat

a. Tugas:

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi; keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan Dinas.

Fungsi:

1) pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Dinas;
2) pengkoordinasiaan kegiatan Dinas;
3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan  masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
4) pengkoordinasiaan, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
6) pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkungan Dinas;
7) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi di lingkungan Dinas;
8) pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
10) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. 
3. Bidang Koperasi

a. Tugas:

Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi bidang koperasi.

b. Fungsi:

1) Penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha proses pendirian, perubahan dan atau pembubaran koperasi; 

2) Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada koperasi; 

3) Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penilaian pembiayaan dan simpan pinjam, permodalan dan jasa keuangan ;

4) Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Daerah;
5) Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Akta, Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah;
6) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Daerah sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Daerah;
7) pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi di tingkat Daerah;
8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang koperasi dan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam; 

9) koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya; 

10) penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Koperasi;

11) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sesuai fungsinya.
4. Bidang Usaha Kecil Menengah
a. Tugas:

Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasiaan, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang pemasaran dan jaringan usaha serta perlindungan dan pendampingan usaha.
b. Fungsi:

1) Penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM);
2) Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang industri, perdagangan dan aneka usaha;
3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidangproduksi dan pemasaran di dalam negeri maupunluar negeri, sumber daya manusia, teknologi serta pengembangan kemitraan; 

4) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM); 

5) Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perijinan; Perlindungan;
6) pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Produksi; Pemasaran; Sumber daya manusia; Teknologi;
7) fasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di tingkat Daerah meliputi: Kredit perbankan; lembaga bukan bank; Modal ventura; Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; Hibah; Jenis pembiayaan lain;

8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM);
9) koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya;
10) penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM);

11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai fungsinya. 
5. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a. Tugas:

Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang penempatan, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial dan syarat kerja serta  transmigrasi.

b. Fungsi:

1) Penyusunan rencana, program, pembinaan dan penyuluhan dibidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; 

2) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
3) koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk PenyediaanI nstruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja;
4) pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK);
5) penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi;
6) pelaksanaan Konsultasi Produktivitas di Perusahaan Kecil;
7) pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
8) penyelenggaraan program pemagangan bagi calon tenaga kerja;
9) konsultasi tentang penyusunan analisis jabatan kepada perusahaan atau instansi;
10) perencanaan tenaga kerja mikro/makro;
11) fasilitasi Pelayanan Antar kerja melalui penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, Konseling dan test psikologi, Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan serta Pendayagunaan Tenaga KerjaKhusus (lansia dan wanita);
12) pengawasan dan Pengendalian LPTKS serta penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan menyediakan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi;
13) pengelolaan Informasi Pasar Kerja melalui pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online, melaksanakan pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar Kerja melalui Job Fair & Bursa Kerja;
14) pembinaan dan penerbitan Tanda Daftar BKK (Bursa Kerja Khusus) pada satuan lembaga pendidikan menengah kejuruan, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan kerja;

15) fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui system antar kerja lokal, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar Negara;
16) pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) dengan meningkatkan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna;
17) penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran, pemberian rekomendasi paspor dan penerbitan ID CPMI dengan melakukan verifikasi data dan wawancara CPMI dan keluarga serta pembinaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang merekrut di wilayah Kabupaten Jepara;
18) pengendalian, pemantauan dan pengawasan dibidang kesempatan kerja melalui program terapan teknologi tepat guna, pembentukan wirausaha baru dan tenaga kerja mandiri serta kegiatan padat karya infrastruktur dan produktif;
19) pembinaan, monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja Asing di wilayah Kabupaten Jepara & serta pengendalian penggunaan TKA pada perusahaan pengguna TKA;
20) menyiapkan bahan, perumusan kebijakan teknis dibidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja, Jaminan Sosial, Kelembagaan Hubungan Industrial, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
21) menyiapkan bahan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Pemagangan, Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan Pencatatan PKWT;
22) menyiapkan bahan Pembinaan, Pencatatan, dan Pendataan Organisasi Pengusaha, Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, LKS Bipartit dan LKS Tripartit tingkat Kabupaten ;

23) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja / SerikatBuruh dan hasil pencatatan organisasi pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh skala Kabupaten;
24) menyiapkan bahan penetapan keterwakilan organisasi perusahaan dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Lembaga Ketenagakerjaan Kabupaten berdasarkan hasil verifikasi;
25) menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pendataan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja didalam dan diluar hubungan kerja;
26) menyiapkan bahan penyusunan dan usulan upah minimum Kabupaten;
27) menyiapkan bahan pembinaan penyusunan Struktur dan Skala Upah;
28) menyiapkan bahan penerapan, perumusan dan pengembangan system pengupahan tingkat Kabupaten;
29) menyiapkan bahan pembinaan dan pendataan Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja, Mogok maupun Unjuk rasa;
30) menyiapkan bahan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja, Mogok maupun Unjuk rasa;
31) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja yang meliputi :Syarat Kerja, Jaminan Sosial, Kelembagaan Hubungan Industrial, Pengupahan, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penyelesaian Hubungan Industrial;
32) sosialisasi kepada calon transmigransi;
33) pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala Daerah;
34) penjajagan kerjasama dengan daerah lain terkait lokasi penempatan Transmigran;
35) pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi;
36) pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Daerah;
37) peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala Daerah;
38) pelayanan penampungan calon transmigran skala Daerah;
39) penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala Daerah;
40) pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Daerah;
41) pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi;
42) pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi;
43) pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi;
44) pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi;

45) pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi penempatan transmigrasi;

46) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

47) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
a. Tugas: 

Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjangtertentu di lingkungan Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

7. Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1     Kepegawaian

Sumber daya yang mendukung kelancaran tugas kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, TenagaKerja dan Transmigrasi sebanyak 61 (enam puluh satu) orang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan ) orang  ASN dan 22 (dua puluh dua) orang Non ASN. 

Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari SMP sederajat sebanyak 1 (satu) orang, SMA sederajat sebanyak 11 (sebelas) orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 4 (empat) orang, Sarjana (S1) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 11 (sebelas) orang, sebagaimana pada tabel berikut ini :
Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun  2024
	NO
	Tingkat Pendidikan
	ASN
	Non ASN
	Jumlah

	
	
	L
	P
	L
	P
	

	1
	SD
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	SMP Sederajat
	1
	0
	0
	0
	1

	3
	SMA Sederajat
	2
	3
	6
	0
	11

	4
	D3
	1
	2
	0
	1
	4

	5
	S1
	8
	11
	5
	10
	34

	6
	S2
	3
	8
	0
	0
	11

	7
	S3
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Jumlah
	15
	24
	11
	11
	61


Gambar 2.1

Persentase Pegawai menurut Tingkat Pendidikan 
Tahun 2024

Berdasarkan jumlah dan tingkat pendidikan tersebut, maka perlu adanya peningkatan kemampuan dalam rangka mendukung kinerja pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pendidikan formal khususnya kepada pegawai yang lulusan SMP sampai dengan lulusan SMA sederajat.

Disamping tersebut diatas masih ada kekurangan staf yaitu untuk staf di bidang koperasi dan  seksi transmigrasi. Dalam rangka penguatan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka  pencapaian target kinerja tiap tahun Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara memaksimalkan Tenaga Honorer Lepas dengan anggaran dari pemerintah daerah dan mendapatkan bantuan  tenaga kerja yang bersumber dari kementerian Koperasi dan UKM RI sebanyak 3 (tiga) orang yang membantu dalam penyuluhan dan pembinaan koperasi.
Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasiterdiri dari Golongan IV sebanyak 7 (tujuh) orang, Golongan III sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan Golongan II sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana gambar dibawah  ini : 

Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan 
di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun 2024
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Sedangkan menurut jenis kelamin pegawai di lingkungan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara terdiridari 35 (tiga puluh lima) orang laki-laki dan 26 (dua puluh enam) orang perempuan dengan proporsi sebagaimana gambar tersebut dibawah ini:
Gambar 2.3

Persentase Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2024
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2.1.2.2   Aset atau Modal
Dalam rangka mendukungkelancarantugaskegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, TenagaKerja dan Transmigrasi, telah tersedia tanah dan bangunan, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, kamera, meja untuk Eselon II, Eselon III , Eselon IV dan staf, beserta kursinya, almari, filling kabinet, komputer, laptop, printer, AC, Apar, dispenser, amplifier, LCD, proyektor, faximail, pesawat telpon dan mesin pemotong rumput sebagaimana pada tabel berikut ini :
Tabel 2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

	No
	Jenis Sarana dan Prasarana
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	1
	Tanah dan Bangunan Kantor Diskopnakertrans 
	
	
	Luas 3.990m2

	2
	Tanah dan Bangunan BLK
	
	
	Luas 2.045m2

	3
	Kamera
	8
	5
	13

	4
	Kendaraan roda dua
	15
	
	15

	5
	Kendaraan roda empat
	8
	
	8

	6
	Meja Esselon II
	1
	
	1

	7
	Kursi Esselon II
	1
	
	1

	8
	Meja Esselon III
	1
	
	1

	9
	Kursi Esselon III
	4
	
	4

	10
	Meja staf
	78
	10
	88

	11
	AC 
	42
	
	42

	12
	APAR
	5
	
	5

	13
	Almari arsip
	19
	
	19

	14
	Proyektor
	4
	
	4

	15
	Filling kabinet
	52
	
	52

	16
	Amplifier
	2
	1
	3

	17
	Bangku tunggu
	7
	
	7

	18
	LCD 
	2
	
	2

	19
	Mesin Fax
	1
	
	1

	20
	Komputer
	22
	
	22

	21
	Mesin pemotong rumput
	1
	1
	2

	22
	Laptop
	24
	
	24

	23
	Pesawat telpon
	1
	
	1

	24
	Meja Esselon IV
	8
	
	8

	25
	Kursi Esselon IV
	9
	
	9

	26
	Printer
	29
	
	29

	27
	Genset Generator
	1
	
	1


Secara menyeluruh kondisi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  dilihat dari bangunan gedung tempat pelayanan administrasi kantor masih kurang memadai dibanding dengan frekuensi tugas pelayanan bagi masyarakat maupun yang bersifat koordinasi dibidang Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan satuan kerja lain baik yang ada di daerah maupun provinsi dan pusat. Meski dengan keterbatasan fasilitas bangunan gedung kantor, kinerja pelayanan dimaksimalkan yang didukung dengan semangat kebersamaan dan sumber daya manusia yang memadai seperti tersedianya personil pegawai yang sudah teruji kinerjanya secara professional dan kooperatif meskipun dengan sarana prasarana yang cukup terbatas.

2.1.2.3     Unit Usaha yang Masih Operasional

Dalam pelaksanaan tugas di Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dibantu oleh 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) yang melakukan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi kepada para pencari kerja usia produktif.
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.1.3.1  Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakankondisicapaianindikator di bidang koperasi, UKM , tenaga kerja dan transmigrasi. Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat diuraikan sebagai berikut:
2.1.3.1.1 Urusan Koperasi dan UMKM

A. Persentase Koperasi Aktif
Jumlah Koperasi Aktif cenderung mengalami penurunan selama tahun 2020-2024, dari 550 koperasi (2020) menjadi 325 koperasi (2024). Hal ini disebabkan karena adanya peralihan dari data manual ke Online Data System (ODS).
Tabel 2.3
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Jepara Tahun 2020 s.d 2024
	NO
	Uraian
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Jumlah koperasi aktif
	550
	543
	304
	316
	325

	2
	Jumlah koperasi
	655
	639
	673
	685
	583

	3
	Persentase koperasi aktif
	83,97
	84,97
	45,17
	46,13
	55,75


B. Persentase Koperasi Sehat

Persentase koperasi sehat mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 dari 78,95 di tahun 2020  menjadi 35,46 persen. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia di tahun 2020-2021, yang menyebabkan banyak koperasi yang tidak bisa memberikan pelayanan kepada anggotanya dan minimnya alokasi anggaran untuk melaksanakan penilaian Kesehatan koperasi.

Gambar 2.4

Persentase Koperasi Sehat Tahun 2020-2024
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C. Persentase UMKM berdaya Saing

Selama kurun waktu 5 tahun jumlah UMKM yang berdaya saing bertambah sebanyak 766 UMKM menjadi 3.129 UMKM di tahun 2024. Dengan rata-rata pertumbuhan 153 UMKM/tahun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.4

Persentase UMKM yang Berdaya Saing 2020-2024

	No.
	Uraian
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Jumlah UMKM 
	80.050
	80.966
	80.966
	81.026 
	82.249                       

	2
	Jumlah UMKM yang Berdaya Saing
	2.363
	2.752
	2.849
	2.919
	3.129

	3
	Persentase UMKM yang Berdaya Saing
	2,95
	3,4
	3,52
	3,60
	3,80                   


2.1.3.1.2  Urusan Ketenagakerjaan
A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Di Kabupaten Jepara, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. TPAK pada tahun 2024 sebesar 71,94 persen, naik 0,37 persen poin disbanding tahun 2023. Jumlah Angkatan Kerja juga meningkat dari 679.907 orang pada tahun 2020 menjadi 688.328 pada tahun 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.
Tabel 2.5

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024
	No.
	Uraian
	Satuan
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Jumlah Angkatan Kerja
	orang
	679.907
	687.284
	700.156
	676.472
	688.328

	2
	Jumlah penduduk 15 tahun keatas
	orang
	972.376
	988.238
	1.003.946
	945.137
	956.827

	3
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	%
	69,92 
	69,55
	69,74
	71,57
	71,94



B. Persentase Tenaga Kerja yang Siap Kerja
Persentase tenaga kerja yang siap kerja mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2024 yaitu bertambah sebanyak 8.691 orang dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya kelulusan SMK/ SMA dan semakin banyaknya minat mereka untuk masuk ke industri sehingga pendaftaran pencari kerja meningkat.
Tabel 2.6

Persentase Tenaga Kerja yang Siap Kerja Tahun  2020-2024

	No.
	Uraian
	Satuan
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024 

	1
	Jumlah pencari kerja terdaftar
	orang
	14.137
	18.473


	17.094
	17.504
	26.195

	2
	Jumlah penduduk usia kerja
	orang
	972.376
	988.238


	1.003.946
	945.137
	956.827

	3
	Persentase Tenaga Kerja yang Siap Kerja
	%
	1,45
	1,87
	1,70
	1,85
	2,73


C. Persentase Perselisihan Pengusaha-Pekerja yang diselesaikan

Capaian Penyelesaian kasus hubungan industrial di Jepara selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 dikategorikan baik dengan persentase rata-rata 98,68 %. Seluruh kasus perselisihan yang ada dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 3 kasus yang tidak dapat diselesaikan.

Tabel 2.7
Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan

Tahun 2020-2024
	No.
	Uraian
	Satuan
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Jumlah kasus
	kasus
	43
	46
	104
	97
	100

	2
	Jumlah kasus yang diselesaikan
	kasus
	43
	43
	104
	97
	100

	3
	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan
	%
	100
	93,48
	100
	100
	100


2.1.3.1.3 Urusan Transmigrasi

A. Jumlah KK yang Berangkat Transmigrasi

Pada tahun 2020-2021 tidak ada pemberangkatan transmigran karena adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia di tahun tersebut. Pada tahun 2022 ada pemberangkatan sebanyak 1 Kepala Keluarga (KK), sedangkan pada tahun 2023-2024 tidak ada pemberangkatan karena tidak adanya kuota pemberangkatan.
Gambar 2.7

Jumlah KK yang berangkat Transmigrasi
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Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan  Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022

	No.
	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD
	Target SPM
	Target IKK
	Target IndikatorLainnya
	Target Renstra PD Tahun ke-
	Realisasi Capaian Tahun ke-
	Rasio Capaian pada tahun ke-

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	
	
	
	68,80
	68,90
	69,00
	70,10
	70,30
	69,92
	69,55
	69,74
	71,57
	71,94
	101,63
	100,94
	100,07
	102,10

	102,33

	2
	Persentase Tenaga Kerja yang siap kerja
	
	
	
	2,80
	2,90
	3,1
	2,4
	2,9
	1,45
	1,87
	1,7
	1,85
	2,73
	51.79
	64,48
	54,84
	77,08
	94,13

	3
	AKAD (Antar Kerja Antar Daerah)
	
	
	
	14
	14
	14
	-
	-
	0
	29
	74
	-
	-
	0
	207,14
	528,57
	-
	-

	4
	AKAN (Antar Kerja Antar Daerah)
	
	
	
	235
	235
	235
	-
	-
	45
	57
	290
	-
	-
	19,15
	24,26
	123,40
	-
	-

	5
	Besaran Tenaga Kerja yang membuka usaha mandiri
	
	
	
	3,10
	3,20
	3,3
	3,4
	3,5
	7,87
	2,64
	4,28
	4,11
	2,36
	253,87
	85,16
	129,70
	120,88
	67,43

	6
	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan
	
	
	
	54,00
	57,00
	60
	65
	67
	46,25
	63,70
	97,75
	82,66
	82,66
	85,64
	111,75
	162,92
	127,17
	123,37

	7
	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	93,48
	100
	100
	100
	100
	93,48
	100
	100
	100


	No.
	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD
	Target SPM
	Target IKK
	Target IndikatorLainnya
	Target Renstra PD Tahun ke-
	Realisasi Capaian Tahun ke-
	Rasio Capaian pada tahun ke-

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	8
	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan Pemasaran
	
	
	
	0,11
	0,12
	0,13
	0,52
	0,62
	0,20
	0,32
	0,35
	0,56
	0,78
	181,81
	266,67
	269,23
	107,69
	125,81

	9
	Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha
	
	
	
	84,32
	84,69
	85,05
	-
	-
	84,12
	86,23
	85,59
	-
	-
	99,76
	101,82
	100,63
	-
	-

	10
	Persentase UKM yang berdaya saing
	
	
	
	2,53
	2,96
	3,41
	3,51
	3,61
	2,95
	3,4
	3,52
	3,6
	3,78
	116,60
	114,86
	103,23
	102,56
	104,71

	11
	Persentase OVOP yang berkembang
	
	
	
	2,00
	2,30
	2,3
	-
	-
	1,68
	1,88
	1,78
	-
	-
	84,00
	81,74
	77,39
	-
	-

	12
	Persentase UMKM yang berkembang kearah mandiri
	
	
	
	1,10
	1,11
	1,12
	1,76
	1,86
	1,37
	1,53
	1,61
	2,00
	2,25
	124,55
	137,84
	143,75
	113,64
	120,97

	13
	Persentase Koperasi  yang telah mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK)
	
	
	
	58,26
	59,96
	61,63
	-
	-
	100
	100
	100
	-
	-
	171,64
	166,78
	162,26
	-
	-

	14
	Persentase Koperasi Aktif
	
	
	
	84,33
	84,70
	85,06
	45
	47
	83,97
	84,98
	45,17
	46,13
	55,75
	99,57
	100,33
	53,14
	102,51
	118,62

	15
	Jumlah transmigran umum
	
	
	
	5
	5
	5
	2
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0

	16
	Tingkat Pengangguran Terbuka
	
	
	
	3,00


	3,00


	3,00
	3,85
	3,6
	6,7
	4,23
	4,10
	3,35
	3,34
	-23,33
	59
	63,33
	101,3
	108,99

	17
	Persentase Koperasi sehat
	
	
	
	87,65
	87,86
	87,81
	76
	78
	78,95
	75,19
	61,37
	78,70
	35,46
	90,07
	85,58
	69,89
	100,9
	45,46

	18
	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil
	
	
	
	1,30
	1,40
	1,45
	-
	-
	1,35
	1,42
	1,45
	-
	-
	103,85
	101,43
	100
	-
	-

	19
	Rasio Wirausaha
	
	
	
	-
	-
	-
	4,25-4,75
	4,25-4,75
	-
	-
	-
	3,34
	3,19
	-
	-
	-
	78,82
	75,06

	20
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)
	
	
	
	-
	-
	-
	59,62
	59,62
	-
	-
	-
	63,64
	65,44
	-
	-
	-
	106,74
	115,58


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 20 Indikator target kinerja urusan yang diampu oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dimana pada tahun 2024 terdapat 9 indikator yang telah sesuai/ melampaui target, 5 indikator yang belum tercapai dan 6 indikator sudah tidak digunakan pada tahun 2023.
Indikator kinerja yang telah melampaui target yaitu:

a. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2024 terealisasi sebesar 71,94 % dari target sebesar 70,30 %. Rasio capaian sebesar  102,33 %.
b. Indikator Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 82,66 % dari target  sebesar 67,00 %. Rasio capaian sebesar 123,37 %.
c. Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100 % dari target sebesar 100 %. Rasio capaian sebesar 100 %
d. Indikator Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan Pemasaran pada tahun 2024 terealisasi sebesar 0,78 % dari target sebesar 0,62 %. Rasio capaian sebesar 125,81 %.
e. Indikator Persentase UKM yang berdaya saing pada tahun 2024 terealisasi sebesar 3,78 % dari target sebesar 3,61 %. Rasio capaian sebesar 104,71 %.
f. Indikator Persentase UMKM yang berkembang kearah mandiri pada tahun 2024 terealisasi sebesar 2,25 % dari target sebesar 1,86 %. Rasio capaian sebesar 120,97 %.
g. Indikator Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2024 terealisasi sebesar 55,75 % dari target sebesar 47 %. Rasio capaian sebesar 118,62 %.
h. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 terealisasi sebesar 3,34 % dari target sebesar 3,6 %. Rasio capaian sebesar 108,99 %.

i. Indikator Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)2024 terealisasi sebesar 59,62 % dari target sebesar 65,44 %. Rasio capaian sebesar 115,58 %.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja antara lain:

1. Adanya alokasi anggaran refocusing Covid-19 pada tahun 2020 yang mendukung pencapaian target program tahun 2021; 

2. Pembuatan AK-1 secara online sehingga pelayanan tetap dapat dilaksanakan;

3. Adanya alokasi anggaran yang bersumber dari DAK NON FISIK sehingga mendukung capaian target urusan koperasi dan usaha kecil menengah;
4. Adanya sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan;

5. Adanya kemudahan perijinan koperasi  dan pelaku UMKM melalui OSS;
6. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Sedangkan indikator yang belum tercapai yaitu:

1. Indikator Persentase Tenaga Kerja Siap Kerja pada tahun 2024 teralisasi sebesar 2,73 % lebih rendah dari target sebesar 2,90 %. Rasio capaian sebesar 94,14 %.

2. Indikator Besaran Tenaga Kerja yang Membuka Usaha Mandiri pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 2,36 % lebih rendah dari target sebesar 3,5 %. Rasio capaian 67,43 %.
3. Indikator Jumlah transmigran umum pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 0 Kepala Keluarga ( KK) lebih rendah dari target sebanyak 2 KK. Rasio capaian 0 %.

4. Indikator Persentase Koperasi Sehat pada tahun 2024 terealisasi sebesar 35,46  % lebih rendah dari target sebesar 78 %. Rasio capaian sebesar 45,46 %.

5. Indikator Rasio Wirausaha pada tahun 2024 terealisasi sebesar 3,19  % lebih rendah dari target sebesar 4,25-4,75. Rasio capaian sebesar 75,06 %.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya target kinerja antara lain:

1. Pencari kerja yang mendaftar melalui AK-1 hanya yang bekerja di sektor formal yang mensyaratkan, sehingga banyak pekerja sektor informal tidak mendaftarkan kartu AK-1.
2. Kurangnya pemahaman kelompok usaha mikro kecil yang mempunyai usaha sejenis untuk berkembang dan bergabung menjadi badan hukum koperasi
3. Tidak adanya kuota transmigrasi.

4. Terbatasnya anggaran dan personil untuk melaksanakan penilaian Kesehatan koperasi
2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Tahun 2020-2024

	Program
	Anggaran pada Tahunke-
	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
	Rata-rata Pertumbuhan

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Anggaran
	Realisasi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15
	16
	17
	18
	20
	21

	Belanja
	10.386.759.000


	7.779.827.000


	12.087.254.200
	10.534.725.293
	10.645.399.853
	9.031.065.919        


	7.013.459.033


	10.849.344.091
	9.833.865.779
	9.892.283.671
	86,95
	90,15
	89,76
	93,35
	92,93
	51.728.170,6
	172.243.550,4

	Belanja Operasi
	10.386.759.000
	7.723.427.000
	11.847.583.200
	10.417.315.293
	10.645.399.853
	9.031.065.919
	6.968.675.033
	10.624.068.591
	9.716.597.379
	9.892.283.671
	86,95
	90,23
	89,67
	93,27
	92,93
	51.728.170,6
	172.243.550,4

	Belanja Pegawai
	4.528.617.000

	4.520.546.000


	5.210.882.000
	5.509.393.188
	5.783.415.000
	3.418.305.494
	4.175.025.293
	4.908.707.071
	5.307.319.239
	5.425.149.383
	75,48
	92,36
	94,20
	91,43
	93,81
	250.959.600
	401.368.777,8

	Belanja Barang dan Jasa
	5.858.142.000
	3.202.881.000


	6.636.701.200
	4.907.922.105
	4.861.984.853
	5.612.760.425
	2.793.649.740


	5.715.361.520
	4.679.278.140
	4.467.134.288
	95,81
	87,22
	86,12
	95,34
	91,88
	-199.231.429,4
	-229.125.227,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Belanja Modal
	0
	56.400.000
	239.671.000
	117.410.000
	0
	0
	44.784.000
	225.275.500
	117.268.400
	0
	0
	79,40
	93,99
	99,88
	0
	0
	0

	Belanja modal peralatan dan mesin


	0
	56.400.000


	239.671.000
	117.410.000
	0
	0
	44.784.000


	225.275.500
	117.268.400
	0
	0
	79,40
	93,99
	99,88
	0
	0
	0

	Belanja modal asset tetap lainnya


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dari tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2021-2024 realisasi belanja pegawai sudah baik yaitu mencapai 90 %, kecuali pada tahun 2020 realisasi belanja di bawah 90 %, 86,95 % (tahun 2020).  Hal yang menyebabkan rendahnya capaian tersebut adalah adanya ASN yang pensiun dan mutasi.

Rasio antara realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa selama kurun waktu 2020-2024 sudah baik yaitu diatas 90 %, kecuali pada tahun 2021 sebesar 87,22 % dan pada tahun 2022 sebesar 86,12 %. Faktor-faktor  yang menyebabkan capaian realisasi dibawah 90 % adalah:

1. Anggaran untuk Pelatihan di UPT BLK yang dibiayai dari dana DBHCHT sebesar Rp. 225.000.000,-tidak dapat dilaksanakan karena kriteria peserta sesuai PMK Nomor 206/PMK.07/2020 dan pendaftar tidak memenuhi kuota kelas pelatihan;
2. Anggaran program pembangunan Kawasan transmigrasi hanya terealisasi Rp. 1.050.000,- (7,55 %) dari alokasi anggaran Rp. 13.908.000,- dikarenakan tidak adanya pemberangkatan transmigran.
Selama tahun 2020-2024  alokasi anggaran pelayanan PD mengalami fluktuatif tergantung kemampuan keuangan daerah, akan tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2020 pada tahun 2024 alokasi anggaran mengalami kenaikan menjadi  Rp. 10.645.399.853,- dari Rp. 10.386.759.000,-.
Rata-rata  pertumbuhan alokasi anggaran selama periode 2020-204 adalah   Rp. 51.728.170,6,-. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mampu melaksanakan kinerja pelayanan yang diampu dalam bidang Koperasi, UKM, tenaga kerja dan transmigrasi dengan keterbatasan anggaran yang ada.

2.1.4  Kelompok Sasaran Layanan
Kelompok Sasaran pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksankan program pembangunan adalah pencari kerja, Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pra/Purna Penempatan, Tenaga Kerja, Pengusaha, Tenaga Kerja Asing (TKA), Perusahaan, Pelaku UMKM, Gerakan Koperasi dan Calon Transmigran.
2.1.5 Mitra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dalam penyelenggaraan program pembangunan daerah Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara bermitra dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, BKK, Instruktur Swasta, LP-POM MUI, Lembaga Keuangan, Toko Retail Modern, Dinas Kesehatan, Kantor Imigrasi Wilayah Pati, dan DPMPTSP Kabupaten Jepara.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1  Permasalahan Perangkat Daerah
2.2.1.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada lima tahun mendatang Dinas Koperasi, UKM, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya peran anggota Koperasi dalam berpartisipasi aktif terhadap kegiatan dan usaha koperasi;

b. Masih rendahnya SDM pengurus, pengawas dan pengelola koperasi yang berkualitas;
c. Masih rendahnya minat generasi muda untuk berperan aktif terhadap koperasi;

d. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan pelaksanaan regulasi perkoperasian;
e. Lemahnya kelembagaan pada Usaha Mikro Kecil;
f. Lemahnya menejemen Usaha Mikro Kecil;
g. UMKM belum memanfaatkan pemasaran digital dengan maksimal;

h. Masih terbatasnya akses informasi KUMKM terhadap permodalan dan sumber-sumber pembiayaan;

i. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM;

j. Rendahnya inovasi produk UMKM;
k. Masih rendahnya kompetensi para pencari kerja;
l. Masih banyaknya pengangguran yang belum tertampung di dunia kerja;
m. Latar belakang pendidikan masyarakat yang tidak sesuai dengan lowongan kerja;
n. Lowongan kerja yang ada tidak dapat dipenuhi oleh pencari kerja, karena terbatasnya skill yang dimiliki pencari kerja atau skill yang dimiliki tidak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan;
o. Jumlah penganggur berpendidikan menengah dan tinggi relative lebih besar dibandingkan dengan jumlah penganggur yang berpendidikan rendah;

p. Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/ Serikat buruh akan hak dan kewajiban mereka dalam hubungan industrial;
q. Masih adanya kasus PHK di perusahaan.
Adapun Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 4 (empat) tahun mendatang Dinas Koperasi, UKM, tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

a. Adanya peluang sinkronisasi program dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Biro Urusan Koperasi UKM Setda Provinsi, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah), Kementerian Koperasi RI, Kementerian  UKM RI, Kementerian Tenaga Kerja RI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 

b. Harmonisasi hubungan antar Bidang dan Seksi dalam Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
c. Perkembangan teknologi informasi (TI) menghadirkan inovasi dalam berusaha dan memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang KUMKM;
d. Potensi Pariwisata yang semakin dapat diandalkan dalam upaya menciptakan lapangan kerja;
e. Masih adanya peluang para pengangguran untuk bekerja di Perusahaan karena setiap perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang banyak;
f. Tertanganinya permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan;
g. Terjaminnya tenaga kerja melalui jaminan kesehatan dan jamsostek;
h. Terbinanya para masyarakat yang menganggur melalui beberapa jenis pelatihan;
i. Masih adanya peluang untuk penjajagan penempatan calon transmigran ke Sulawesi dan NTT maupun Maluku, selain Sumatera dan Kalimantan.
2.2.1.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah cukup mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jepara dan pemangku kepentingan yang siap bersama masyarakat untuk mengeliminir dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Dengan kekuatan dan peluang yang ada baik dari Pemerintah khususnya Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  bersama pemangku kepentingan, permasalahan tersebut perlu diidentifikasi melalui pola perencanaan yang matang strategis, tepat sasaran dan tepat waktu dengan pengawalan penguatan regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Hasil identifikasi permasalahan yang menjadi isu strategis di Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara secara makro dapat dirumuskan, sebagai berikut :
1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah dan kegiatan bidang;
3. Kurangnya SDM yang dimiliki dinas;
4. Lemahnya kualitas SDM yang ada di dinas;
5. Kurangnya tenaga pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;
6. Kurangnya tenaga fungsional pengantar kerja, mediator dan instruktur.
2.2.1.3 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah “ Bersama    Membangun    Kabupaten    Jepara    Yang    Makmur, Unggul, Lestari, Dan Religius “.
Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi tersebut maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan usaha.

2. Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar yang terjangkau dan berkualitas.

3. Membangun infrastruktur ekonomi, pariwisata, dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
4. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri furnitur dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

5. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga. 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mendukung pencapaian misi ke 4 yaitu  Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri furnitur dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Makmur, dengan sasaran Terwujudnya Kabupaten Jepara yang Unggul.
Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 2.10
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

	No
	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1
	Visi : Bersama    Membangun    Kabupaten    Jepara    Yang    Makmur, Unggul, Lestari, Dan Religius
Misi:

Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri furnitur dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan
	· Masih lemahnya SDM Pengelola Koperasi.
· Akses permodalan bagi koperasi masih rendah.
· Masih lemahnya koperasi dalam upaya mengakses pasar karena promosi, informasi dan pemasaran produk unggulan rendah.
· Lemahnya akses kemitraan antar koperasi.
· Lemahnya managemen koperasi.
· Rendahnya tehnologi, organisasi dan manajemen koperasi.
· Masih lemahnya SDM Pengelola UKM.
· Daya kreasi dan inovasi pengelola UKM rendah berakibat pada produktifitas yang rendah;
· Lemahnya pemasaran, promosi dan informasi produk. 
· Lemahnya managemen UKM.
· Lemahnya akses permodalan.
· Terbatasnya kemampuan teknologi produksi dan peralatan.
· Terbatasnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan melalui hubungan industrial dengan pembinaan dan pengawasan.
· Masih adanya pemberangkatan calon tenaga kerja indonesia-Jepara keluar negeri secara non prosedural. 
· Lowongan kerja yang ada tidak sesuai dengan kopentensi yang tersedia.
· Belum semua pencari kerja mengetahui cara mendapatkan informasi tentang lowongan kerja di perusahaan.
· Terbatasnya petugas antar kerja dan pejabat fungsional pengantar kerja.
· Kurangnya mediator perselisihan perburuhan hubungan industrial.
	· Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran belum optimal.

· Terbatasnya anggaran program untuk Penanganan Pengangguran dan pemberdayaan masyarakat 

· Terbatasnya sumber daya manusia yang memilikki sertifikat Instruktur/tenaga fungsional.

· Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas.
	· Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM

· Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait.

· Banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.



	
	Tujuan: Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Makmur

	
	
	

	
	Sasaran:

Terwujudnya Kabupaten Jepara yang Unggul.

	
	
	


Dari visi yang dijabarkan dalam misi Pemerintah Kabupaten Jepara ada korelasinya dengan tugas pokok pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  khususnya pada misi yang ketiga tentang “Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri furnitur dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan”.


Dimana dalam penjabarannya Misi tersebut mempunyai tujuan yang melingkupi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yaitu memperluas basis pertumbuhan ekonomi wilayah dan sentra-sentra industri kecil di pedesaan dengan sasaran terciptanya basis pertumbuhan ekonomi wilayah dan sentra-sentra industri kecil di pedesaan serta pengentasan pengangguran, dengan indikator:

· Peningkatan persentase koperasi aktif.

· Peningkatan jumlah UMKM berdaya saing.

· Meminimalkan angka pengangguran.

Sedangkan misi pembangunan kabupaten Jepara terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat akan diupayakan perwujudannya dengan arah-arah kebijakan yang erat hubungannya dengan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut : Mendorong produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Koperasi dengan memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM serta memberikan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja.

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Jepara ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jepara, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029.
Sehubungan dengan keterkaitan antara misi Pemerintah Kabupaten Jepara dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jepara, agar  dapat tercapai dan terukur, maka akan diprioritaskan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Aktivasi kepada koperasi yang tidak aktif dan pembinaan serta kepada koperasi aktif;
2. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan Koperasi dan UKM dalam bentuk pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan; 
3. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
4. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan ketrampilan;
5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial yang professional serta perlindungan tenaga kerja dan transmigrasi;
2.2.1.4 Telaahan  Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
A.  Telaahan Renstra  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 2.11 berikut ini:

Tabel 2.11
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Sebagai Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1


	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju
Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang
Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar
Domestik dan Global 


	1. Masih rendahnya capaian Koperasi Sehat
2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Usaha Mikro yang berkualitas

· 
	· Masih lemahnya SDM Pengelola Koperasi dan UKM
· Rendahnya Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM 

· Lemahnya managemen koperasi dan UMKM
· Daya kreasi dan inovasi pengelola UKM yang masih rendah Lemahnya pemasaran, promosi dan informasi produk. 
· Terbatasnya kemampuan teknologi produksi dan peralatan.
	· Dukungan Pemerintah Pusat, Ka-bupaten/Kota, serta stakeholders dalam pemberdayaan KUMKM cukup tinggi.

· Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM
· Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait.



Tabel 2.12
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Sebagai Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1


	Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah,
produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang
kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
kinerja 


	· Penempatan tenaga kerja belum sesuai dengan pendidikan dan kompetensi

· Kurang berfungsinya Sarana-sarana HI dan Kurangnya kesejahteraan tenaga kerja
	· Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran belum optimal.

· Terbatasnya anggaran program untuk Penanganan Pengangguran dan pemberdayaan masyarakat.

· Terbatasnya sumber daya manusia yang memilikki sertifikat Instruktur/tenaga fungsional.

· Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas.
	· Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait.

· Banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.


Tabel 2.13
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Sebagai Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1


	Meningkatnya status
perkembangan Kawasan
Transmigrasi yang
direvitalisasi 
	Terbatasnya wilayah tujuan transmigrasi
	Masih terbatasnya kuota peserta transmigran.
	Banyaknya peminat transmigrasi.


B.  Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, dan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran strategis renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2018-2023

	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Sebagai Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1

2

3

4

5
6

7

	Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah 
Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah 
Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah 
Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah 
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM 

Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM 

Meningkatnya kualitas serta integrasi, sink-ronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan KUMKM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 


	· Masih lemahnya SDM Pengelola Koperasi dan UKM

· Rendahnya Akses permodalan bagi  koperasi dan UKM

· Lemahnya Manajemen koperasi dan UKM

· Rendahnya Daya kreasi dan inovasi pengelola Koperasi UKM
· Terbatasnya kemampuan teknologi produksi dan peralatan.
	· Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran belum optimal.

· Terbatasnya anggaran program untuk pemberdayaan Koperasi UMKM

· Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas.


	· Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM

· Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait.


Tabel 2.15
Telaah  Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Sebagai Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1

2

3

4


	Meningkatnya
kompetensi dan
produktivitas
tenaga kerja
Meningkatnya
penempatan
tenaga kerja dan
perluasan
kesempatan kerja

Meningkatnya
perlindungan
tenaga kerja
dalam hubungan
Industrial dan
jaminan sosial
Meningkatnya
penempatan
transmigran pada
daerah tujuan
transmigrasi
	· Terbatasnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan melalui hubungan industrial dengan pembinaan dan pengawasan.
· Masih adanya pemberangkatan calaon tenaga kerja indonesia-Jepara keluar negeri secara non prosedural. 
· Lowongan kerja yang ada tidak sesuai dengan kopentensi yang tersedia.
· Belum semua pencari kerja mengetahui cara mendapatkan informasi tentang lowongan kerja di perusahaan.
· Terbatasnya petugas antar kerja dan pejabat fungsional pengantar kerja.
· Kurangnya mediator perselisihan perburuhan hubungan industrial.
· Masih terbatasnya instruktur dan jenis pelatihan ketrampilan/kursus.

	· Terbatasnya anggaran program untuk Penanganan Pengangguran dan pemberdayaan masyarakat

· Terbatasnya sumber daya manusia yang memilikki sertifikat Instruktur / tenaga fungsional.

· Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas.


	· Banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

· Adanya pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja maupun calon tenaga kerja yang difasilitasi oleh dinas


2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Ditinjau dari fungsi dan keperuntukannya penataan ruang didaerah Kabupaten Jepara yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2043, Bagian Kedua Kawasan Strategis  dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi  sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Bangsri adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Bangsri sebagai pusat pelayanan lokal wilayah utara yang didukung kegiatan industry dengan mempertahankan ekologi kawasan sekitar;

b. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Batealit adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Batealit sebagai pusat kawasan agrowisata;

c. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Jepara adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Jepara sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata dan sentra industri;
d. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Kalinyamatan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Kalinyamatan sebagai pusat pelayanan lokal wilayah selatan yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa serta industri;

e. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Keling adalah  mewujudkan Kawasan Perkotaan Keling sebagai pusat konservasi, pariwisata dan industri yang berkelanjutan;

f. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Mayong adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Mayong sebagai pusat kegiatan industri berkelanjutan;

g. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Mlonggo adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Mlonggo sebagai pusat Kawasan strategis pariwisata berkelanjutan;

h. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Tahunan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Tahunan sebagai Kawasan perdagangan dan jasa, serta sentra industri kreatif;

i. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Welahan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Welahan sebagai Kawasan koridor pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh perdagangan dan jasa, UMKM, pariwisata, dan berketahanan pangan.

Berdasarkan telaah terhadap Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah tersebut maka Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Jepara akan berusaha ikut membantu terwujudnya sentra-sentra industri tersebut dengan program-program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi untuk pengembangan perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah tersebut serta memberikan peluang kerja bagi masyarakat usia kerja yang masih menganggur.

2.1.1.6  Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan penyempurnaan rumusan Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, maka penting adanya telaah terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mewujudkan Renstra yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Jepara periode 2025-2029. Untuk Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mendukung pencapaian  pembangunan yang berkelanjutan pada Pilar Ekonomi. 
Tabel 2.16

Sasaran Strategis Kabupaten Jepara- Pilar Ekonomi

	Permasalahan
	Isu Strategis
	Sasaran Strategis

	Tujuan 8: MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTA, TENGA KERJA PENUH DAN PRODUKTIF DAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA

	Peningkatan kompetensi dan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran
	Belum optimalnya pengembangan ekonomi pada sektor industri dan pariwisata berkelanjutan
	Terserapnya tenaga kerja dalam pengembangan sektor ekonomi unggulan industri, pertanian dan pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

	Pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan
	
	Terciptanya sektor unggulan pariwisata dengan daya tarik yang kuat secara kolaboratif dan partisipatif serta memiliki konektivitas dengan dukungan pemasaran dan ekonomi kreati

	Peningkatan kontribusi industri bagi ekonomi daerah dan dukungan riset
	
	Terwujudnya industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah dengan dukungan infrastruktur yang memadai


2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan ini dilakukan dengan menggunakan metode SWOT, SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam organisasi. SWOT terdiri dari 4 (empat) faktor, yaitu:

1. Strengths (kekuatan) Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi.
2. Weakness (kelemahan) Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi.  Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi.
3. Opportunities (peluang) Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, misalnya  kebijakan pemerintah.
4. Threats (ancaman) Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi itu sendiri.
Berdasarkan hasil analisa SWOT ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya capaian koperasi sehat.
b. Masih kurangnya kreatifitas pelaku UKM dalam mencipakan produk yang berkualitas

c. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi oleh UKM dalam peningkatan pemasaran produk.
d. Masih banyaknya lulusan pelatihan LPKS/BLK yang belum terserap oleh dunia industri dan dunia usaha
e. Tenaga Kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan pendidikan dan kompetensi 
f. Terbatasnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan melalui hubungan industrial.

g. Belum meratanya pekerjaan dan kesejahteraan calon transmigran. 

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan jangka menengah Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  Tahun 2025 -2029 adalah:

1. Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana Hubungan Industrial
2. Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas

3. Meningkatkan kualitas pelayanan koperasi, usaha kecil menengah,tenaga kerja dan transmigrasi
3.2 Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2025 – 2029 untuk mencapai tujuan adalah:

1. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja

2. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha

3. Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan

4. Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi

5. Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas

6. Meningkatnya minat masyarakat untuk ikut transmigrasi
7. Meningkatnya kualitas pelayanan  koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi
Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara
Tahun 2025-2029
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Tujuan/ Sasaran
	Satuan
	Kondisi Awal

Tahun 
	Target Kinerja Sasaran
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	2025
	 2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana HI

	
	Persentase pengangguran yang ditangani
	%
	 -
	36,12%
	36,55%
	36,99%
	37,43%
	37,86%
	38,73%
	38,73%

	
	
	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja
	Persentase tenaga kerja siap kerja
	%
	2,73%
	2,09%
	2,10%
	2,11%
	2,12%
	2,13%
	2,13%
	2,13%

	
	
	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha
	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja
	%
	71,94%
	71,95%
	71,96%
	71,97%
	71,98%
	71,99%
	71,99%
	71,99%

	
	
	Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan


	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)
	%
	13,26%
	13.45%
	13.65%
	13.85%
	14.05%
	14.25%
	14.45%
	14.45%

	
	
	Meningkatnya minat Masyarakat untuk ikut transmigrasi
	Jumlah KK yang berangkat
	KK
	0 KK
	2KK
	2KK
	2KK
	2KK
	2KK
	2KK
	12 KK

	2
	Meningkatkan jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas


	
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas


	%
	
	38%
	40%
	42%
	44%
	46%
	48%
	48%

	
	
	
	Persentase usaha mikro dan kecil


	%
	
	4,30%
	 4,40% 
	4,50%
	4,60%
	4,70%
	4,80%
	4,80%

	
	
	Meningkatnya penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi


	Persentase koperasi aktif
	%
	55,75%
	42%
	43%
	44%
	45%
	46%
	47%
	47%

	
	
	Meningkatnya Usaha mikro menjadi Wirausaha
	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha
	%
	 
	5,20%
	5,57%
	5,93%
	6,29%
	6,66%
	7,02%
	7,02%

	3
	Meningkatkan kualitas pelayanan koperasi, usaha kecil menengah,tenaga kerja dan transmigrasi
	
	Nilai KOD PD
	%
	46

	46
	46
	47
	48
	49
	49
	49

	
	
	Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi, usaha kecil menengah,tenaga kerja dan transmigrasi 
	Nilai SAKIP

	
	70,31
	70,5
	71
	71,5
	72
	72,5
	73
	73

	
	
	
	Nilai SKM
	
	83,57
	84
	84,7
	85
	85,3
	85,5
	85,75
	85,75

	
	
	
	Nilai rata-rata kematangan inovasi
	
	50,5
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	75


3.3 Strategi Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Strategi adalah merupakan rangkaian tahapan ataupun langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
2. Penyiapan tenaga kerja siap kerja dengan dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha
3. Terciptanya hubungan industrial yang kondusif
4. Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan peraturan khusus koperasi
5. Meningkatkan kepatuhan  koperasi dan pengawasan koperasi
6. Peningkatan skala usaha bagi usaha mikro
7. Menciptakan minat masyarakat untuk ikut transmigrasi

8. Peningkatan kapasitas kelembagaan
3.4   Kebijakan Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Membuka  BLK/LPKS dengan program/jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

2. Menempatkan Tenaga kerja siap kerja dengan Mekanisme Pelayanan Antar Kerja melalui aplikasi yokerjo.jepara.go.id

3. Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Monitoring pelaksanaan pembuatan/Perpanjangan PP 
4. Melaksanakan Sosialisasi pembentukan sarana hubungan industrial,jaminan sosial dan ketenagakerjaan
5. Melaksanakan Sosialisasi PKWT/PKWTT, UMK, dan Monitoring Pelaksanaan THR, UMK dan Struktur Skala Upah
6. Meningkatkan kualitas SDM Anggota dan Pengelola koperasi
7. Pengawasan rutin dan meningkatkan pemahaman regulasi perkoperasian 
8. Penguatan usaha mikro melalui pendampingan perizinan usaha, pendataan, dan penguatan kelembagaan, manajemen usaha, peningkatan peluang pasar, pengembangan usaha melalui pendekatan sentra/klaster, kelompok, dan pengembangan kemitraan dengan usaha menengah dan besarMemberikan informasi dan fasilitasi kepada masyarakat usia produktif mengenai transmigrasi

9. Peningkatan sarana dan prasaana aparatur
10. Peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan PD

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 

Tahun 2025 - 2029
	NO
	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	KEBIJAKAN

	1
	Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana HI
	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja
	penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja


	Membuka  BLK/LPKS dengan program/jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja



	
	
	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha
	penyiapan tenaga kerja siap kerja dengan  dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha


	Menempatkan Tenaga kerja siap kerja dengan Mekanisme Pelayanan Antar Kerja melalui aplikasi yokerjo.jepara.go.id



	
	
	Meningkatnya Jumlah dan Fungsi Sarana - Sarana HI di Perusahaan
	Terciptanya hubungan industrial yang kondusif 
	Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Monitoring pelaksanaan pembuatan/Perpanjangan PP 

	
	
	
	
	Melaksanakan Sosialisasi pembentukan sarana hubungan industrial,jaminan sosial dan ketenagakerjaan

	
	
	
	
	Melaksanakan Sosialisasi PKWT/PKWTT, UMK, dan Monitoring Pelaksanaan THR, UMK dan Struktur Skala Upah

	
	
	Meningkatnya minat Masyarakat untuk ikut transmigrasi

	menciptakan minat masyarakat untuk ikut transmigrasi

	Memberikan informasi dan fasilitasi kepada masyarakat usia produktif mengenai transmigrasi

	2
	Meningkatkan jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas


	Meningkatnya penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi


	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan peraturan khusus koperasi
	Meningkatkan kualitas SDM Anggota dan Pengelola koperasi

	
	
	
	Meningkatkan kepatuhan  koperasi dan pengawasan koperasi
	Pengawasan rutin dan meningkatkan pemahaman regulasi perkoperasian



	
	
	Meningkatnya Usaha mikro menjadi Wirausaha

	Peningkatan skala usaha bagi usaha mikro 

	Penguatan usaha mikro melalui pendampingan perizinan usaha, pendataan, dan penguatan kelembagaan, manajemen usaha, peningkatan peluang pasar, pengembangan usaha melalui pendekatan sentra/klaster, kelompok, dan pengembangan kemitraan dengan usaha menengah dan besar


	3
	Meningkatkan kualitas pelayanan koperasi, usaha kecil menengah,tenaga kerja dan transmigrasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi, usaha kecil menengah,tenaga kerja dan transmigrasi 
	Peningkatan kapasitas kelembagaan

	Peningkatan sarana dan prasaana aparatur

	
	
	
	
	Peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan PD


BAB  IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN 

BIDANG URUSAN
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN 
Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Koperasi, UKM , Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut:
A. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA, dengan kegiatan:
1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), dengan subkegiatan:
a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

b) Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

B. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, dengan  kegiatan:
1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan sub kegiatan:
a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan sub kegiatan:
a) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dengan sub kegiatan:
a) Penyediaan Sumber Daya Perizinan lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi

4. Konsultasi Produktivitas pada perusahaan Kecil, dengan sub kegiatan:
a) Pelaksanaan Konsultasi produktivitas kepada Perusahaan Kecil
5. Pengukuran  Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
a) Pengukuran    Kompetensi     dan    Produktivitas Tenaga Kerja
C. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, dengan kegiatan:
1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
a) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 
b) Pelayanan Antar Kerja

c) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
d) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
e) Perluasan Kesempatan Kerja

2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan sub kegiatan:
a) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
b) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

c) Job Fair/ Bursa Kerja

3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

a) Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia

b) Penyediaan Layanan Terpadu pada calon pekerja migran

c) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

4. Penertiban Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,dengan sub kegiatan:

a) Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

D. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, dengan kegiatan:
1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu Daerah Kab./Kota, dengan sub kegiatan:

a) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

b) Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan

c) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota, dengan sub kegiatan:

a) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu Daerah Kabupaten/Kota

b) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu Daerah Kab./Kota

c) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta non afiliasi

d) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab./Kota

e) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

E. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan:
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

d) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f) Penyelenggaraan Rapat  Kordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

a) Pengadaan Mebel
b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daearah, dengan sub kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
F. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI, dengan kegiatan:
1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
a) Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 
G. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI, dengan kegiatan:
1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Usaha Simpan Pinkam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
a) Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
H. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN, dengan  kegiatan:
1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, dengan  kegiatan:
1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
a) Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
J. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM), dengan kegiatan:
1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku, dengan sub kegiatan:

a) Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

b) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

c) Pemberdayaan Kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro
d) Koordinasi dan Sinkronisaso dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
e) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan
K. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM, dengan kegiatan:
1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan sub kegiatan:
a) Pengembangan Usaha Mikro
L. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, dengan kegiatan:
1. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
a) Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan Transmigrasi yang berasal dar 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.
b) Pemindahan dan penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1(satu) Daerah kabupaten/Kota Penjajagan ke calon penempatan Transmigran

c) Pendaftaran,seleksi administrasi dan seleksi Teknis calon Transmigran Penduduk setempat 

d) Penjajagan ke calon Lokasi Penempatan Transmigran

e) Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal

f)   Penampungan Kabupaten/Kota

g) Pendampingan dari kabupaten/kota sampai lokasi

h) Monitoring dan Evaluasi ke lokasi Transmigrasi
Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Tahun 2025-2029
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Tujuan/ Sasaran
	Kode
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)
	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	
	Tahun 2025
	Tahun 2026
	Tahun 2027
	Tahun 2028
	Tahun 2029
	Tahun 2030
	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2030)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	
	

	'(1)
	'(2)
	'(3)
	'(4)
	'(5)
	'(6)
	'(7)
	'(8)
	'(9)
	'(10)
	'(11)
	'(12)
	'(13)
	'(14)
	'(15)
	'(16)
	'(17)
	'(18)
	'(19)
	'(20)
	'(21)
	'(22)
	'(23)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana HI
	 
	Persentase pengangguran yang ditangani
	2
	07
	02
	 
	 
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja
	 
	0
	0
	 
	130.000.000
	80
	130.000.000
	80
	50.000.000
	80
	60.000.000
	80
	160.000.000
	80
	530.000.000
	 
	 

	 
	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja
	Persentase tenaga kerja siap kerja 
	2
	07
	02
	2,01
	 
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
	 
	0
	0
	100
	130.000.000
	100
	130.000.000
	100
	50.000.000
	100
	60.000.000
	100
	160.000.000
	100
	530.000.000
	 
	 

	 
	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha
	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja
	2
	07
	02
	2,01
	0001
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro
	 
	0
	0
	1
	80000000
	1
	80000000
	0
	0
	0
	0
	1
	100000000
	2
	           260.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	Meningkatnya Jumlah dan Fungsi Sarana - Sarana HI di Perusahaan
	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan perusahaan terdaftar bpjs ketenagakerjaan) 
	2
	07
	02
	2,01
	0003
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro
	 
	0
	0
	20
	50000000
	20
	50000000
	20
	50000000
	20
	60000000
	20
	60000000
	80
	           270.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	Meningkatnya minat Masyarakat untuk ikut transmigrasi
	Jumlah KK yang berangkat
	2
	07
	03
	 
	 
	PROGRAM        PELATIHAN        KERJA        DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	Persentase Pencari Kerja yang dilatih
	2,51
	1,88
	         1.601.521.200 
	1,79
	     2.340.000.000 
	1,88
	       2.460.000.000 
	1,97
	         2.580.000.000 
	2,05
	  2.745.000.028 
	2,15
	         2.875.000.000 
	2,15
	    14.601.521.228 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	03
	201
	 
	Pelaksanaan      Pelatihan      berdasarkan      Unit
Kompetensi
	Jumlah  Tenaga  Kerja  yang  Mendapat  Pelatihan Berbasis Kompetensi 
	659
	       2.456 
	          1.594.021.200 
	    380 
	       2.200.000.000 
	    400 
	         2.300.000.000 
	    420 
	           2.400.000.000 
	    440 
	    2.500.000.000 
	        440 
	           2.550.000.000 
	4096
	      13.544.021.200 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	03
	201
	0001
	Proses  Pelaksanaan  Pendidikan  dan  Pelatihan Keterampilan   bagi   Pencari   Kerja   berdasarkan
Klaster Kompetensi
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
	659
	376
	          1.594.021.200 
	220
	          900.000.000 
	240
	            950.000.000 
	260
	           1.000.000.000 
	280
	    1.050.000.000 
	280
	           1.050.000.000 
	1376
	        6.544.021.200 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	03
	201
	0004
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n
	0
	0
	                                - 
	160
	          700.000.000 
	160
	            750.000.000 
	160
	              800.000.000 
	160
	       850.000.000 
	160
	              900.000.000 
	640
	        4.000.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	03
	201
	0005
	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas
	0
	0
	                                - 
	1
	          600.000.000 
	1
	            600.000.000 
	1
	              600.000.000 
	1
	       600.000.000 
	1
	              600.000.000 
	4
	        3.000.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	03
	202
	 
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	Jumlah Lembaga Pelatihan KerjaSwasta yang Dibina
	9
	12
	                 2.500.000 
	12
	            30.000.000 
	12
	              35.000.000 
	12
	                40.000.000 
	12
	         67.500.009 
	12
	              107.500.000 
	12
	           282.500.009 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	03
	202
	0001
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	Jumlah Lembaga Pelatihan KerjaSwasta yang Dibina
	9
	12
	                 2.500.000 
	12
	            30.000.000 
	12
	              35.000.000 
	12
	                40.000.000 
	12
	         67.500.009 
	12
	              107.500.000 
	12
	           282.500.009 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	03
	203
	 
	Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan
Kerja
	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
	19
	12
	                 2.500.000 
	12
	            30.000.000 
	12
	              35.000.000 
	12
	                40.000.000 
	12
	         67.500.019 
	12
	              107.500.000 
	12
	           282.500.019 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	03
	203
	0001
	Penyediaan   Sumber   Daya   Perizinan   Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
	19
	12
	                 2.500.000 
	12
	            30.000.000 
	12
	              35.000.000 
	12
	                40.000.000 
	12
	         67.500.019 
	12
	              107.500.000 
	12
	           282.500.019 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	03
	204
	 
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas
	1
	1
	                 2.500.000 
	4
	            30.000.000 
	4
	              35.000.000 
	4
	                40.000.000 
	4
	         45.000.000 
	4
	                45.000.000 
	17
	           197.500.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	03
	204
	0001
	Pelaksanaan   Konsultasi   Produktivitas   kepada
Perusahaan Kecil
	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas
	1
	1
	                 2.500.000 
	4
	            30.000.000 
	4
	              35.000.000 
	4
	                40.000.000 
	4
	         45.000.000 
	4
	                45.000.000 
	17
	           197.500.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	03
	205
	 
	Pengukuran     Produktivitas     Tingkat     Daerah
Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah
	0
	0
	                                - 
	2
	            50.000.000 
	2
	              55.000.000 
	2
	                60.000.000 
	2
	         65.000.000 
	2
	                65.000.000 
	8
	           295.000.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	03
	205
	0001
	Pengukuran    Kompetensi     dan    Produktivitas Tenaga Kerja
	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah
	0
	0
	                                - 
	2
	            50.000.000 
	2
	              55.000.000 
	2
	                60.000.000 
	2
	         65.000.000 
	2
	                65.000.000 
	12
	           295.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	 
	 
	Program Penempatan Tenaga kerja
	Persentase  tenaga kerja yang ditempatkan
	41,29
	41,5
	            158.500.000 
	41,79
	        470.000.000 
	42,07
	          530.000.000 
	41,36
	            590.000.000 
	42,64
	      677.500.010 
	43,41
	            752.500.000 
	43,41
	      3.178.500.010 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	201
	 
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
	Jumlah Penempatan Tenaga kerja melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD,dan perluasan Kesempatan kerja 
	10817
	8300
	             146.000.000 
	8400
	          170.000.000 
	8500
	            200.000.000 
	8600
	              230.000.000 
	8700
	       287.500.010 
	8900
	              342.500.000 
	42700
	        1.376.000.010 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	2.01
	0001
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
	Jumlah   SDM   Pelayanan   antar   Kerja   yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-
lain untuk Peningkatan Kompetensi
	60
	30
	                 2.000.000 
	60
	            30.000.000 
	60
	              35.000.000 
	60
	                40.000.000 
	60
	         45.000.000 
	60
	                45.000.000 
	270
	           197.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	201
	0002
	Pelayanan antar kerja
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui
Layanan AKAD dan AKL
	10817
	8300
	             132.500.000 
	8400
	            50.000.000 
	8500
	              60.000.000 
	8600
	                70.000.000 
	8700
	         80.000.000 
	8900
	                90.000.000 
	42700
	           482.500.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	201
	0003
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari
Kerja
	Jumlah    Pencari    Kerja    yang    Mendapatkan
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	240
	60
	                 5.000.000 
	240
	            25.000.000 
	240
	              30.000.000 
	240
	                35.000.000 
	240
	         40.000.000 
	240
	                40.000.000 
	1020
	           175.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	2.01
	0004
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas
	Jumlah     Tenaga     Kerja     Disabilitas     yang
Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD
	10
	10
	                 2.500.000 
	40
	            35.000.000 
	40
	              40.000.000 
	40
	                45.000.000 
	40
	         77.500.010 
	40
	              122.500.000 
	170
	           322.500.010 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	201
	0005
	Perluasan Kesempatan Kerja
	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja
	20
	20
	                 4.000.000 
	40
	            30.000.000 
	40
	              35.000.000 
	40
	                40.000.000 
	40
	         45.000.000 
	40
	                45.000.000 
	180
	           199.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	203
	 
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Jumlah    Pencari    dan    Pemberi    Kerja    yang dilayani   Melalui   Sistem
Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)
	26195
	20000
	                 7.500.000 
	20000
	          110.000.000 
	20000
	            120.000.000 
	20000
	              130.000.000 
	60000
	       140.000.000 
	80000
	              140.000.000 
	160000
	           647.500.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	2.03
	0001
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
	Jumlah Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
	0
	0
	                                - 
	12
	            15.000.000 
	12
	              20.000.000 
	12
	                25.000.000 
	12
	         30.000.000 
	12
	                35.000.000 
	48
	125.000.000
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	2.03
	0002
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja
Online
	Jumlah    Pencari    dan    Pemberi    Kerja    yang Terdaftar   dalam   Pasar   Kerja   Melalui   Sistem
Online (Karir Hub)
	18473
	20000
	2.500.000
	20.100
	30.000.000
	20.200
	35.000.000
	20.300
	40.000.000
	20.400
	45.000.000
	20.500
	45.000.000
	101.100
	197.500.000
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	2.03
	0003
	Job Fair /Bursa Kerja
	Jumlah    Pencari    Kerja    yang    Mendapatkan
Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja
	1051
	0
	0
	10.000
	80.000.000
	10.000
	85.000.000
	10.000
	90.000.000
	10.000
	95.000.000
	10.000
	95.000.000
	40.000
	445.000.000
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	204
	 
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di
Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah     CPMI/PMI     yang    dilayani pra dan purna penempatan 
	232
	220
	                 5.000.000 
	220
	          190.000.000 
	220
	            210.000.000 
	220
	              230.000.000 
	220
	       250.000.000 
	220
	              270.000.000 
	1100
	        1.155.000.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	204
	0001
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
	Jumlah     CPMI/PMI     yang     Dilindungi     dan Ditingkatkan Kompetensinya
	232
	200
	                 2.500.000 
	200
	            30.000.000 
	200
	              35.000.000 
	200
	                40.000.000 
	200
	         45.000.000 
	200
	                45.000.000 
	1000
	           197.500.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	204
	0002
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
	Jumlah  CPMI  yang  Terlayani  sesuai  Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani
	242
	200
	                 2.500.000 
	200
	            30.000.000 
	200
	              35.000.000 
	200
	                40.000.000 
	200
	         45.000.000 
	200
	                45.000.000 
	1000
	           197.500.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	204
	0003
	Pemberdayaan  Pekerja  Migran  Indonesia  Purna
Penempatan
	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan
	20
	20
	                 4.000.000 
	20
	            25.000.000 
	20
	              30.000.000 
	20
	                35.000.000 
	20
	         40.000.000 
	20
	                40.000.000 
	100
	           174.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	301
	 
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerjapenyandang disabilitas
	0
	0
	                                - 
	5
	25000000
	0
	0
	5
	30000000
	0
	0
	5
	35000000
	15
	             90.000.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	301
	0008
	Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerjapenyandang disabilitas
	0
	0
	                                - 
	5
	            25.000.000 
	0
	                               - 
	5
	                30.000.000 
	0
	                          - 
	5
	                35.000.000 
	15
	             90.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	305
	 
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah   Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota
	187
	256
	                                - 
	256
	130000000
	256
	140000000
	256
	150000000
	256
	160000000
	256
	180000000
	1280
	           760.000.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	04
	305
	0001
	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota
	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi
	187
	256
	                                - 
	256
	          130.000.000 
	256
	            140.000.000 
	256
	              150.000.000 
	256
	       160.000.000 
	256
	              180.000.000 
	1280
	           760.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	05
	 
	 
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit
	100
	100
	              23.000.000 
	100
	        270.000.000 
	100
	          295.000.000 
	100
	            330.000.000 
	100
	     405.000.000 
	100
	            445.000.000 
	100
	      1.363.000.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	05
	2.01
	 
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan  yang  Hanya  Beroperasi  dalam  1 (satu) Daerah Kab./Kota
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan perusahaan terdaftar bpjs ketenagakerjaan) 
	57
	            50 
	               10.587.000 
	      59 
	            60.000.000 
	      60 
	              65.000.000 
	      61 
	                70.000.000 
	      62 
	       125.000.000 
	          63 
	              135.000.000 
	        63 
	           465.587.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	05
	2.01
	0001
	Pengesahan      Peraturan      Perusahaan      bagi Perusahaan
	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online
	36
	25
	                 2.062.000 
	25
	            40.000.000 
	25
	              45.000.000 
	30
	                50.000.000 
	30
	         55.000.000 
	30
	                60.000.000 
	165
	           252.062.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	05
	2.01
	0002
	Pendaftaran     Perjanjian     Kerja     Sama     bagi
Perusahaan
	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama
	 -
	 -
	  - 
	2
	            20.000.000 
	3
	              30.000.000 
	4
	                40.000.000 
	5
	         50.000.000 
	6
	                60.000.000 
	20
	           200.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	7
	5
	2.01
	0003
	Penyelenggaraan  Pendataan  dan  Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
	57
	            50 
	               10.587.000 
	      59 
	            60.000.000 
	      60 
	              65.000.000 
	      61 
	                70.000.000 
	      62 
	       125.000.000 
	          63 
	              135.000.000 
	        63 
	           465.587.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	05
	2.02
	 
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota
Kabupaten/Kota
	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan 
	75
	30
	                 5.442.000 
	30
	            35.000.000 
	30
	              35.000.000 
	35
	                40.000.000 
	35
	         40.000.000 
	35
	                45.000.000 
	195
	           200.442.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	07
	05
	2.02
	0001
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah
	25
	25
	                 3.584.000 
	25
	            45.000.000 
	25
	              45.000.000 
	30
	                50.000.000 
	30
	         50.000.000 
	35
	                55.000.000 
	170
	           248.584.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	05
	2.02
	0002
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan
	75
	30
	                 5.442.000 
	30
	            35.000.000 
	30
	              35.000.000 
	35
	                40.000.000 
	35
	         40.000.000 
	35
	                45.000.000 
	195
	           200.442.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	05
	2.02
	0003
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi
	20
	 -
	  - 
	1
	              8.000.000 
	1
	                8.000.000 
	1
	                  8.000.000 
	2
	         15.000.000 
	2
	                15.000.000 
	7
	             54.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	05
	2.02
	0004
	Pelaksanaan  Operasional  Lembaga  Kerja  Sama
Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina
	1
	1
	                 1.325.000 
	1
	            60.000.000 
	1
	              60.000.000 
	1
	                60.000.000 
	1
	         60.000.000 
	1
	                60.000.000 
	6
	           301.325.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	07
	05
	2.02
	0005
	Pengembangan    Pelaksanaan    Jaminan    Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
	 -
	2605
	             575.341.200 
	2605
	          580.000.000 
	2605
	            580.000.000 
	2605
	              580.000.000 
	2605
	       580.000.000 
	2605
	              580.000.000 
	2605
	        3.475.341.200 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	3
	32
	03
	 
	 
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	Rasio peningkatan jumlah transmigran
	 
	100
	2000000
	100
	229.000.000
	100
	213.500.000
	100
	242.500.000
	100
	311.000.000
	100
	316.000.000
	100
	1.314.000.000
	 
	 

	 
	 
	 
	3
	32
	03
	2,01
	 
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah calon Transmigran yang terdaftar, terseleksi Administrasi dan teknis
	 
	2
	2000000
	2
	229.000.000
	2
	213.500.000
	2
	242.500.000
	2
	311.000.000
	2
	316.000.000
	12
	1.314.000.000
	 
	 

	 
	 
	 
	3
	32
	03
	201
	0009
	 Penjajakan ke calon lokasi penempatan transmigrans 
	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan
	 
	 
	                 1.534.000 
	1
	40.000.000
	1
	50.000.000
	1
	60.000.000
	1
	70.000.000
	1
	70.000.000
	5
	291.534.000
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	3
	32
	03
	2,01
	0013
	Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)
	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)
	 
	 
	 
	2
	20.000.000
	2
	25.000.000
	2
	28.000.000
	2
	40.000.000
	2
	50.000.000
	10
	163.000.000
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	3
	32
	03
	2,01
	0014
	Pengangkutan dari Desa keKabupaten/Kota
	Jumlah Transmigran yangDiberangkatkan
	 
	 
	 
	2
	20.000.000
	2
	2.500.000
	2
	2.500.000
	2
	30.000.000
	2
	3.000.000
	10
	58.000.000
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	3
	32
	03
	2,01
	0015
	Penampungan Kabupaten/Kota
	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal
	 
	 
	                    466.000 
	2
	5.000.000
	2
	5.000.000
	2
	5.000.000
	2
	7.000.000
	2
	7.000.000
	10
	29.466.000
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	3
	32
	03
	2,01
	0016
	Cek Kesehatan Calon Transmigran
	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran
	 
	 
	 
	2
	40000000
	2
	6000000
	2
	7000000
	2
	8000000
	2
	10000000
	10
	71.000.000
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	3
	32
	03
	2,01
	0017
	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)
	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan SebelumKeberangkatan (di Tingkat Desa)
	 
	 
	 
	2
	4000000
	2
	5000000
	2
	5000000
	2
	6000000
	2
	6000000
	10
	26.000.000
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	3
	32
	03
	2,01
	0018
	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi
	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi
	 
	 
	 
	2
	30000000
	2
	40000000
	2
	45000000
	2
	50000000
	2
	55000000
	10
	220.000.000
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	3
	32
	03
	2,01
	0019
	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)
	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran
	 
	 
	 
	2
	20000000
	2
	30000000
	2
	30000000
	2
	40000000
	2
	50000000
	10
	170.000.000
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	3
	32
	03
	2,01
	0020
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi
	 
	 
	 
	1
	50000000
	1
	50000000
	1
	60000000
	1
	60000000
	1
	65000000
	5
	285.000.000
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatkan  jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas
	 
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas
	2
	17
	03
	 
	 
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	 
	38%
	              60.000.000 
	40%
	          80.000.000 
	42%
	          100.000.000 
	42%
	            120.000.000 
	45%
	      140.000.000 
	50%
	            175.000.000 
	50%
	         675.000.000 
	 
	 

	 
	 
	Persentase usaha mikro dan kecil
	2
	17
	03
	201
	 
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Jumlah pemuktahiran data koperasi
	 
	150
	               60.000.000 
	155
	            80.000.000 
	160
	            100.000.000 
	165
	              120.000.000 
	    170 
	       140.000.000 
	        175 
	              160.000.000 
	      175 
	           660.000.000 
	 
	 

	 
	Meningkatnya penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi
	Persentase Koperasi Aktif
	2
	17
	03
	201
	0004
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan
	 
	150
	               60.000.000 
	155
	            80.000.000 
	160
	            100.000.000 
	165
	              120.000.000 
	    170 
	       140.000.000 
	        175 
	              160.000.000 
	175
	           660.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	Meningkatnya Usaha mikro menjadi Wirausaha
	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha
	2
	17
	04
	 
	 
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
	Persentase Koperasi Sehat
	 
	27%
	              50.000.000 
	28%
	          60.000.000 
	29%
	            70.000.000 
	30%
	              80.000.000 
	31%
	        90.000.000 
	32%
	            100.000.000 
	32%
	         450.000.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	17
	04
	201
	 
	Penilaian    Kesehatan    Koperasi    Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT
	 
	125
	               50.000.000 
	130
	            60.000.000 
	135
	              70.000.000 
	140
	                80.000.000 
	145
	         90.000.000 
	        150 
	              100.000.000 
	150
	           450.000.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	17
	04
	201
	0001
	Pelaksanaan    Penilaian    Kesehatan    KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah    Unit    Usaha    Koperasi    yang    Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan
	 
	35
	               50.000.000 
	40
	            60.000.000 
	45
	              70.000.000 
	50
	                80.000.000 
	55
	         90.000.000 
	          60 
	              100.000.000 
	60
	           450.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	17
	05
	 
	 
	PROGRAM    PENDIDIKAN    DAN    LATIHAN PERKOPERASIAN
	Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas
	 
	4,6
	           250.000.000 
	6,2
	        260.000.000 
	6,9
	          270.000.000 
	7,5
	            280.000.000 
	8
	     290.000.000 
	8,5
	            220.000.000 
	8,5
	      1.570.000.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	17
	05
	201
	 
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	jumlah Pengurus, Pengawas, Pengelola dan anggota koperasi yang memahami pengetahuan koperasi
	 
	115
	             250.000.000 
	120
	          260.000.000 
	125
	            270.000.000 
	130
	              280.000.000 
	135
	       290.000.000 
	        140 
	              300.000.000 
	140
	        1.650.000.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	17
	05
	201
	0001
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	Jumlah   SDM   yang   Memahami   Pengetahuan Perkoperasian
	 
	115
	             250.000.000 
	120
	          260.000.000 
	125
	            270.000.000 
	130
	              280.000.000 
	135
	       290.000.000 
	        140 
	              300.000.000 
	140
	        1.650.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	17
	06
	 
	 
	PROGRAM    PEMBERDAYAAN    DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya
	 
	25%
	              40.000.000 
	30%
	          50.000.000 
	35%
	            60.000.000 
	40%
	              70.000.000 
	45%
	        80.000.000 
	50%
	              90.000.000 
	50%
	         390.000.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	17
	06
	201
	 
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Koperasi yang dilakukan pendampingan usaha
	 
	15
	               40.000.000 
	20
	            50.000.000 
	25
	              60.000.000 
	30
	                70.000.000 
	35
	         80.000.000 
	          40 
	                90.000.000 
	40
	           390.000.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	17
	06
	201
	0005
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 
	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
	 
	15
	               40.000.000 
	20
	            50.000.000 
	25
	              60.000.000 
	30
	                70.000.000 
	35
	         80.000.000 
	          40 
	                90.000.000 
	        40 
	           390.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	17
	07
	 
	 
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran
	 
	0,72%
	           606.456.000 
	0,82%
	        671.456.000 
	0,92%
	          736.456.000 
	1,02%
	            801.456.000 
	1,12%
	     866.456.000 
	1,24%
	            931.456.000 
	     1,24 
	      4.613.736.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	17
	07
	201
	 
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran
	 
	          345 
	             606.456.000 
	    390 
	          671.456.000 
	    435 
	            736.456.000 
	    480 
	              801.456.000 
	    525 
	       866.456.000 
	        570 
	              931.456.000 
	   2.745 
	        4.613.736.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	17
	07
	2,01
	0002
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
	 
	90
	               90.000.000 
	105
	          105.000.000 
	120
	            120.000.000 
	135
	              135.000.000 
	150
	       150.000.000 
	165
	              165.000.000 
	      765 
	           765.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	17
	07
	2,01
	0003
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan
	 
	40
	             200.000.000 
	45
	          225.000.000 
	50
	            250.000.000 
	55
	              275.000.000 
	60
	       300.000.000 
	65
	              325.000.000 
	      315 
	        1.575.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	17
	07
	2,01
	0004
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
	 
	90
	               75.000.000 
	110
	            90.000.000 
	130
	            105.000.000 
	150
	              120.000.000 
	170
	       135.000.000 
	190
	              150.000.000 
	      840 
	           675.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	17
	07
	2,01
	0005
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
	 
	25
	               25.000.000 
	30
	            35.000.000 
	35
	              45.000.000 
	40
	                55.000.000 
	45
	65000000
	50
	75000000
	      225 
	           300.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	2
	17
	07
	2,01
	0015
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan
	 
	100
	             216.456.000 
	100
	          216.456.000 
	100
	            216.456.000 
	100
	              216.456.000 
	100
	       216.456.000 
	100
	              216.456.000 
	      600 
	        1.298.736.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	17
	08
	 
	 
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	Persentase unit usaha yang  berkembang ke arah mandiri
	 
	1,96%
	           780.000.000 
	2,06%
	        936.000.000 
	2,16%
	       1.096.000.000 
	2,26%
	            936.000.000 
	2,36
	   1.431.000.000 
	2,46
	         1.606.000.000 
	    2,46 
	      7.110.000.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	17
	08
	2,01
	 
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	Jumlah Usaha mikro yang naik kelas
	 
	652
	             780.000.000 
	677
	          936.000.000 
	702
	         1.096.000.000 
	727
	           1.261.000.000 
	752
	    1.431.000.000 
	777
	           1.606.000.000 
	   4.287 
	        7.110.000.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	17
	08
	2,01
	0002
	Pengembangan Usaha Mikro
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
	 
	652
	             780.000.000 
	677
	          936.000.000 
	702
	         1.096.000.000 
	727
	           1.261.000.000 
	752
	    1.431.000.000 
	777
	           1.606.000.000 
	   4.287 
	        7.110.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatkan kualitas pelayanan koperasi, usaha kecil menengah,tenaga kerja dan transmigrasi
	 
	Nilai KOD PD
	X
	XX
	01
	 
	 
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 
	 
	100
	8.148.264.706
	100
	9.728.810.000
	100
	9.711.500.000
	100
	9.425.000.000
	100
	9.991.000.000
	100
	10.276.000.000
	100
	57.280.574.706
	 
	 

	 
	Meningkatnya kualitas pelayanan  koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi
	Nilai SAKIP
	X
	XX
	01
	2,01
	 
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi 
	 
	7
	15.000.000
	7
	57.000.000
	8
	60.000.000
	8
	60.000.000
	8
	60.000.000
	8
	60.000.000
	46
	           312.000.000 
	 
	 

	 
	 
	Nilai SKM
	X
	XX
	01
	2,01
	0001
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	 
	1
	5.000.000
	1
	15.000.000
	2
	15.000.000
	2
	15.000.000
	2
	15.000.000
	2
	15.000.000
	10
	             80.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	Nilai rata-rata kematangan inovasi
	X
	XX
	01
	2,01
	0002
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	 
	 
	 
	1
	10.000.000
	1
	10.000.000
	1
	10.000.000
	1
	10.000.000
	1
	10.000.000
	5
	             50.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,01
	0003
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	 
	 
	 
	1
	4.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	5
	             24.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,01
	0004
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	 
	 
	 
	1
	4.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	5
	             24.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,01
	0005
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	 
	 
	 
	1
	4.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	5
	             24.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,01
	0006
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	 
	 
	 
	1
	4.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	1
	5.000.000
	5
	             24.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,01
	0007
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah
	 
	4
	10.000.000
	4
	16.000.000
	4
	15.000.000
	4
	15.000.000
	4
	15.000.000
	4
	15.000.000
	24
	             86.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	'17
	'01
	2.02
	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
	 
	14
	7.000.000.000
	14
	8.000.000.000
	14
	8.000.000.000
	14
	8.000.000.000
	14
	8.500.000.000
	14
	8.500.000.000
	14
	48.000.000.000
	 
	 

	 
	 
	 
	2
	'17
	'01
	2.02
	0001
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	 
	41
	7.000.000.000
	54
	8.000.000.000
	54
	8.000.000.000
	54
	8.000.000.000
	54
	8.500.000.000
	54
	8.500.000.000
	54
	      48.000.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,05
	 
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
	 
	1
	0
	1
	60.000.000
	1
	60.000.000
	1
	60.000.000
	1
	75.000.000
	1
	75.000.000
	6
	330.000.000
	 
	 

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,05
	0011
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	 
	0
	0
	10
	60.000.000
	10
	60.000.000
	10
	60.000.000
	10
	75.000.000
	10
	75.000.000
	50
	           330.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,06
	 
	Administrasi Umum PerangkatDaerah
	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
	 
	6
	143.200.000
	6
	220.000.000
	6
	255.000.000
	6
	295.000.000
	6
	306.000.000
	6
	316.000.000
	6
	1.535.200.000
	 
	 

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,06
	0001
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	 
	4
	                 5.000.000 
	4
	20.000.000
	4
	20.000.000
	4
	20.000.000
	4
	20.000.000
	4
	20.000.000
	24
	           105.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,06
	0002
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	 
	4
	               30.000.000 
	4
	50.000.000
	4
	50.000.000
	4
	60.000.000
	4
	60.000.000
	4
	70.000.000
	24
	           320.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,06
	0003
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	 
	4
	               10.000.000 
	4
	            10.000.000 
	4
	15.000.000
	4
	15.000.000
	4
	15.000.000
	4
	15.000.000
	24
	             80.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,06
	0004
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	 
	4
	               10.000.000 
	4
	            10.000.000 
	4
	15.000.000
	4
	15.000.000
	4
	15.000.000
	4
	15.000.000
	24
	             80.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,06
	0005
	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan
	 
	4
	                 3.000.000 
	4
	5.000.000
	4
	5.000.000
	4
	5.000.000
	4
	6.000.000
	4
	6.000.000
	24
	             30.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,06
	0009
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	 
	20
	               85.200.000 
	25
	125.000.000
	30
	150.000.000
	30
	180.000.000
	30
	190.000.000
	30
	190.000.000
	165
	           920.200.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,07
	 
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	 
	2
	18.687.800
	2
	450.000.000
	2
	296.500.000
	2
	360.000.000
	2
	380.000.000
	2
	380.000.000
	6
	1.885.187.800
	 
	 

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,07
	0005
	Pengadaan Mebel
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	 
	0
	 
	10
	150.000.000
	5
	50.000.000
	5
	80.000.000
	5
	100.000.000
	5
	100.000.000
	30
	           480.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,07
	0006
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	 
	2
	               18.687.800 
	25
	300.000.000
	5
	246.500.000
	10
	280.000.000
	10
	280.000.000
	10
	280.000.000
	62
	        1.405.187.800 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,08
	 
	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
	 
	24
	836.810.000
	24
	836.810.000
	24
	630.000.000
	24
	530.000.000
	24
	530.000.000
	24
	530.000.000
	24
	3.893.620.000
	 
	 

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,08
	0002
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	 
	12
	120.000.000
	12
	120.000.000
	12
	130.000.000
	12
	130.000.000
	12
	130.000.000
	12
	130.000.000
	12
	           760.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,08
	0004
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	 
	12
	             716.810.000 
	12
	          716.810.000 
	12
	500.000.000
	12
	400.000.000
	12
	400.000.000
	12
	400.000.000
	12
	        3.133.620.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,09
	 
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara
	 
	125
	134.566.906
	125
	165.000.000
	126
	470.000.000
	125
	180.000.000
	126
	215.000.000
	126
	490.000.000
	127
	1.654.566.906
	 
	 

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,09
	0002
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	 
	25
	               64.925.800 
	25
	65.000.000
	25
	70.000.000
	25
	80.000.000
	25
	90.000.000
	25
	90.000.000
	25
	           459.925.800 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,09
	0009
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	300.000.000
	 
	 
	1
	 
	1
	250.000.000
	2
	           550.000.000 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	X
	XX
	01
	2,09
	0010
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi
	 
	100
	               69.641.106 
	100
	100.000.000
	100
	100.000.000
	100
	100.000.000
	100
	125.000.000
	100
	150.000.000
	100
	           644.641.106 
	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
	Kab. Jepara

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        11.719.741.906 
	 
	     15.225.266.000 
	 
	       15.672.456.000 
	 
	         15.504.956.000 
	 
	  17.086.956.038 
	 
	         17.946.956.000 
	 
	      93.076.331.944 
	 
	 


Tabel 4.2

Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

	PROGRAM PRIORITAS BUPATI
	KODE
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	PAGU

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PROGRAM JEPARA KARYA
	2
	07
	03
	 
	 
	PROGRAM   PELATIHAN  KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	Persentase Pencari Kerja yang dilatih
	     1.605.521.200 
	  1.765.000.000 
	      1.885.000.000 
	  2.005.000.000 
	   2.125.000.000 
	    2.175.000.000 

	 
	2
	07
	03
	201
	 
	Pelaksanaan      Pelatihan      berdasarkan      Unit
Kompetensi
	Jumlah  Tenaga  Kerja  yang  Mendapat  Pelatihan Berbasis Kompetensi 
	       1.605.521.200 
	    1.765.000.000 
	       1.885.000.000 
	    2.005.000.000 
	     2.125.000.000 
	      2.175.000.000 

	 
	2
	07
	03
	201
	0001
	Proses  Pelaksanaan  Pendidikan  dan  Pelatihan Keterampilan   bagi   Pencari   Kerja   berdasarkan
Klaster Kompetensi
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
	       1.594.021.200 
	       900.000.000 
	          950.000.000 
	    1.000.000.000 
	     1.050.000.000 
	      1.050.000.000 

	 
	2
	07
	03
	201
	0004
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n
	                             - 
	       700.000.000 
	          750.000.000 
	       800.000.000 
	        850.000.000 
	         900.000.000 

	 
	2
	07
	04
	 
	 
	Program Penempatan Tenaga kerja
	Persentase  tenaga kerja yang ditempatkan
	            11.500.000 
	       165.000.000 
	          185.000.000 
	       205.000.000 
	        225.000.000 
	         225.000.000 

	 
	2
	07
	04
	201
	 
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
	Jumlah Penempatan Tenaga kerja melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD,dan perluasan Kesempatan kerja 
	              9.000.000 
	         55.000.000 
	            65.000.000 
	         75.000.000 
	          85.000.000 
	           85.000.000 

	 
	2
	07
	04
	201
	0003
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari
Kerja
	Jumlah    Pencari    Kerja    yang    Mendapatkan
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	              5.000.000 
	         25.000.000 
	            30.000.000 
	         35.000.000 
	          40.000.000 
	           40.000.000 

	 
	2
	07
	04
	201
	0005
	Perluasan Kesempatan Kerja
	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja
	              4.000.000 
	         30.000.000 
	            35.000.000 
	         40.000.000 
	          45.000.000 
	           45.000.000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	07
	04
	203
	 
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Jumlah    Pencari    dan    Pemberi    Kerja    yang dilayani   Melalui   Sistem
Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)
	2.500.000
	110.000.000
	120.000.000
	130.000.000
	140.000.000
	140.000.000

	 
	2
	07
	04
	2.03
	0002
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja
Online
	Jumlah    Pencari    dan    Pemberi    Kerja    yang Terdaftar   dalam   Pasar   Kerja   Melalui   Sistem
Online (Karir Hub)
	2.500.000
	30.000.000
	35.000.000
	40.000.000
	45.000.000
	45.000.000

	 
	2
	07
	04
	2.03
	0003
	Job Fair /Bursa Kerja
	Jumlah    Pencari    Kerja    yang    Mendapatkan
Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja
	0
	80.000.000
	85.000.000
	90.000.000
	95.000.000
	95.000.000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	UMKM NAIK KELAS
	2
	17
	08
	 
	 
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	Persentase unit usaha yang  berkembang ke arah mandiri
	        780.000.000 
	     936.000.000 
	      1.096.000.000 
	     936.000.000 
	   1.431.000.000 
	    1.606.000.000 

	 
	2
	17
	08
	2,01
	 
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	Jumlah Usaha mikro yang naik kelas
	          780.000.000 
	       936.000.000 
	       1.096.000.000 
	    1.261.000.000 
	     1.431.000.000 
	      1.606.000.000 

	 
	2
	17
	08
	2,01
	0002
	Pengembangan Usaha Mikro
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
	          780.000.000 
	       936.000.000 
	       1.096.000.000 
	    1.261.000.000 
	     1.431.000.000 
	      1.606.000.000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	     2.397.021.200 
	  2.866.000.000 
	      3.166.000.000 
	  3.146.000.000 
	   3.781.000.000 
	    4.006.000.000 


4.2  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja
dengan standar yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan
yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja untuk setiap jenis
pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit
organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan ditetapkan guna
menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada
masyarakat.
  
Indikator kinerja pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  merupakan tolok ukur kinerja dari PD yang ingin dicapai dalam satu tujuan serta sasaran pada waktu yang telah direncanakan. Pencapaian kinerja selaras dengan tujuan dan sasaran yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMDD) Kabupaten Jepara tahun 2025-2029 dan diaktualisasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  tahun 2025-2029.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  yang berkontribusi langsung pada pencapain tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Tabel 4.3
Indikator Kinerja  Utama  Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025 – 2029

	NO
	INDIKATOR
	SATUAN
	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
	TARGET CAPAIAN
	KONDISI AKHIR PADA TAHUN AKHIR

	
	
	
	
	TAHUN
 2025
	TAHUN 2026
	TAHUN 
2027
	TAHUN 2028
	TAHUN 2029
	TAHUN 2030
	

	1.
	Persentase pengangguran yang ditangani

	%
	 -
	36,12%
	36,55%
	36,99%
	37,43%
	37,86%
	38,73%
	38,73%

	2.
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas
	
	 
	38%
	40%
	42%
	44%
	46%
	48%
	48%

	3.
	Persentase usaha mikro dan kecil
	
	 
	4,30%
	4,40 
	4,50%
	4,60%
	4,70%
	4,80%
	4,80%


Tabel 4.4
Indikator Kinerja  Kunci  Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025 – 2029

	NO
	INDIKATOR
	SATUAN
	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
	TARGET CAPAIAN
	KONDISI AKHIR PADA TAHUN AKHIR

	
	
	
	
	TAHUN
 2025
	TAHUN 2026
	TAHUN 
2027
	TAHUN 2028
	TAHUN 2029
	TAHUN 2030
	

	1.
	Persentase tenaga kerja siap kerja 
	%
	2,73%
	2,09%
	2,10%
	2,11%
	2,12%
	2,13%
	2,13%
	2,13%

	2.
	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja
	%
	71,94%
	71,95%
	71,96%
	71,97%
	71,98%
	71,99%
	71,99%
	71,99%

	3.
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan perusahaan terdaftar bpjs ketenagakerjaan) 
	%
	13,26%
	13.45%
	13.65%
	13.85%
	14.05%
	14.25%
	14.45%
	14.45%

	4
	Jumlah KK yang berangkat
	KK
	0
	2KK
	2KK
	2KK
	2KK
	2KK
	2KK
	12 KK

	5
	Persentase Koperasi Aktif
	%
	 
	42%
	43%
	44%
	45%
	46%
	47%
	47%

	6
	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha
	%
	 
	5,20%
	5,57%
	5,93%
	6,29%
	6,66%
	7,02%
	7,02%

	7
	Nilai SAKIP
	
	70,31
	70,5
	71
	71,5
	72
	72,5
	73
	73

	8
	Nilai SKM
	
	83,57
	84
	84,7
	85
	85,3
	85,5
	85,75
	85,75

	9
	Nilai rata-rata kematangan inovasi


	
	50,5
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	75


BAB  V
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 merupakan acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Untuk menuju pada arah keberhasilan dan optimalisasi hasil kegiatan pembangunan daerah pada sektor Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka dalam pelaksanaan kegiatannya diharapkan senantiasa konsisten terhadap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.
5.1 PROGRAM TRANSISI
Hasil penyusunan Renstra digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program kerja selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2025-2029. Pada periode Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  berakhir, untuk mengisi kekosongan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang diakibatkan masa akhir jabatan Kepala Daerah, ditetapkan program kegiatan saat masa transisi tersebut yaitu:

1. Melanjutkan program kegiatan tahun lalu yang belum sepenuhnya selesai, baik program kegiatan yang sumber dana dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN.

2. Melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja, menyediakan informasi mengenai kinerja kebijakan dan program yang digunakan.
3. Menyusun Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara untuk 5 (lima) tahun ke depan.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut: ’

a. Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  Tahun 2025-2029 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas  Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan. 

b. Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  , serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
c. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik sesuai peraturan yang berlaku. 

d. Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  Tahun 2025-2029 dilakukan secara periodik berdasarkan kondisi riil yang ada 
e. Hasil pengendalian dan evaluasi secara periodik menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan faktor pendukung keberhasilan maupun meminimalkan faktor penghambat pencapaian kinerja.
Semoga Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara tahun 2025-2029  dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
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